Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf d

Menginga

I UPA'Tf BAN | N FLATAN
IN J rl. ULAUAN AN KA | 'LITUN

PMTU AN U ATI AN KA LATAN
NOMOR z TAIIUN 2022
TENTANO
OROANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGI<A SELATAN,

angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016

tentang Pembentukan  Organisasi  Perangkat

Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan

organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten

Bangka Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Sosial, Pcmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bangka Selatan;
1.  Undang-Undang  Nornor 27 Tahun 2000

Pembentukan Provinsi  Kepulauan B ngka

(Lembaran Negara Republik Indonesia 7" hun 2000 Nomor

217, Tarnbahan Lembar n N gara Republik
Nomor 4033);

Dipindai dengan CamScanner
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Undnn -Undnn Nomor 5 T hun 2003 t ntnng

P mh nt Il nn Kahupnt n lat n, Kabup ten
Bnngkn T nR h, r | upntr-u nngkn arat don | bupatcn
lirun ~ Timur elff Provins i Kipun  n Hangkn clitung

mbnr n N< trm Recpublk Incl n In Tnhun 2 3 Nomor

*!nmbnhnn Lcmb ran N gara R publik Indonc in N mor

G )
Undnn -Undang Nornor 5 Tahun 2014 t ntang Apar ur
ipil Negara [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
te]Jah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);
Peraturan Mecnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur  Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
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Menctapkan

P r turan a rah Kabupaten Bangka Selatan omor |7
Tahun 2016 ntang Pemberrtukari  rganisa i Perangkat
a rah K bup t n Bangka Selatan [Lernbaran Daerah
Ju bupa n ngka S latan Tahun 2016 Nomor 17),
ba imana t s h 1t r pa kali diubah, terakhir dengan
P r, turan Da ah Kabupat n Bangk Selatan  omor 5
T hun 2021 [Lernbaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATJ TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLJNDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bangka Selatan.

Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan
DPRD daJam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak, yang selanjutnya disebut DINSOSPPPA adalah
Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan
fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dipindai dengan CamScanner



7. | epala Dinns ndnlah  I( ipnn  DNSOSPPPA Kahupat 'n
Bnngkn elatnn.

8 S kretnris Dinn ndninh Sekr torls [ INS SPPPA
Knbup t-n Bangkn clnian.

9. idang ndninh idang pada DJINSOSPPPA Knbupa n
Bangka S ilatan.

10. Subbagian adalah Subhagian pada Sekretaria
DINSOSPPPA Kabupaten Bangka Selatan.

11.  Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disebut ASN adalah
profcsi bagi pcgawai ncgeri sipil dan pegawai pemcrintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerin tah.

12, Kelompok Jabatan Fungsional adalah kurnpulan jabatan
fungsional yang terdiri atas sejurnlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan keahlian.

BAB 1I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1). DINSOSPPPATipe A merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak.
(2). DINSOSPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 3
DINSOSPPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan  urusan pemerintahan di bidang  sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi

kewenangan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner
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a.  pengoordinasian kegiatan dan pelak anaan tuga
Dinas;
b. pengoordinn inn dnn p nyusunan pcrencanaan,

p ngnnggaran, don valua i kin rja Dinas;

pin oordina inn don pernherian dukungan

admini trnsi keuangan Dinos;

d. pengelolaan  adrninlstrnsi umum, jasa penunjnng,
kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sarna,
kearsipan dan dokurnentasi Dinas;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

f. pernbinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi,

pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;

g pengelolaan adrninistrasi barang milik daerah dan

pengadaan barang dan jasa Dinas;

h.  pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Dinas; dan

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.
Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

terdiri atas :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

a.

melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi
umurn, administrasi  perjalanan dinas, humas dan
protokoler, kerurnahtanggaan, arsip dan dokumentasi
Dinas;

rnengelola  administrasi  barang milik daerah  dan
pengadaan barang dan jasa Dinas;

mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung,

rurnah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana

Dinas;
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m n oordinn  iknn pen tnnn r *forrnnul hlrokrnui,

orgarrisnai, p layannn publik <Inn tntninksnnn inns;

m in /inpknn | nhnn nclmll11HIroHi k pcgawnlnn, p imbinn in
disiplln, p ndkllk n rlnn p Intlhnn  chm p rnindr h n
lingkup inns;

m Inksnnuknn monitoring, vnlunnl Inn pilapornn k eglutan
Stibbagian Umum dun Kcp gnwaian: clan

mclaksanakan tugas Jain yang dlherikan olch S kr taria

Din as.

Bagian Ketiga
Bidang Rehabilitasi Sosiad

Pasal 8
Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas
menyelenggarakan penyusunan rencana, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi sosial.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan
fungsi:
penyusunan kebijakan dan rencana rehabilitasi sosial;
penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti
sosial melalui penyediaan pennakanan, sandang, dan
alat bantu;
c. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, bimbingan
fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut

usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan

masyarakat

d.  fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta

kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi
penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar,
gelandangan pengemis dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial;

Dipindai dengan CamScanner
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(1

pemberinn nl . 1 | Inynnn» p ndidiknn Inn

k. hnton d , r In.nann  cIntn <nn p ng dunn,

Inynnnn t tnt urntun pJ .nnnn p n luuuran
| <lung~n. p Inynnuu r uniflkn | kclunr n cdnn | Rn n
rt ul nn

f lenyrl UHI' rnnn t huhlltnal no. Inl pen. andnng

mnsninh  kc. jnhternnn ostnl  (PMJC) Ainn n | k- n
korban HIV/ AJID  don Napza di lunr pan ti inl
m Inlui p n ediaan p rmnknnan, sandnng, don alat
bnntu:

pecny | n araan kerj s ma antar Jom baga  dan
k mitraan dalarn  pelaksanaan  rehabilitasi sosial
Kabupaten;

h. penanganan dan fasilitasi pemulangan migran korban
tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kabupaten ke
tern pat asal;

i.  monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
rehabilitasi  sosial; dan

j-  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana di maksud pada

ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal9

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat () huruf d mernpunyai tugas
menyelenggarakan  perlindungan, pernbinaan dan fasilitasi
jaminan sosial anak-anak terlantar, fakir rniskin, korban
bencana alam dan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perlindungan dan .Jarninan  Sosial
menyelenggarakan  fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana

perlindungan dan jaminan sosial;
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3)

(1

(2)

b. pcnyelenggaraan dan pemantauan terhadap
pelaksanaan perneliharaan, penjangkauan, dan
rujukan unak-anak terlantar;

c. pendatann dan pcngclolaan data fakir rniskin cakupan
Daerah,

d. fasilitaei bantuan sosial kcsejahteraan kcluarga dan
bantuan pengernbangan ekonomi rnasyarakat;

€. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana
alam dan sosial Kabupaten melalui penyediaan
makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi;

f.  penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan
pelayanan dukungan psikososial korban bencana;

g. koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung
siaga bencana dan taruna siaga bencana;

h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
perlindungan danjaminan sosial; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Bidang Perlindungan dan .Jaminan Sosial sebagaimana di

maksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional.

Bagian Kellina

Bidang Peroberdayaan dan Kelembagaan Sosial

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e
mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan dan
kelembagaan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan  rencana

pem berdayaan clan kelembagaan sosial;

b. fasilitasi pemberdayaan sosial, peningkatan kapasitas

dan pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT);

Dipindai dengan CamScanner



G)

(1)

c. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian
gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

d. pcningkatan  kemarnpuan  potensi  pekerja  sosial

ma )arakat, dan po en i tcnaga kesejahteraan sosial
k cnrnatnn k w nangan Kabupatcn;
p ningkatan kecmampuan potensi sumber
k ejahteraan sosial kcluarga kclernbagaan
ma yarakat, SOM, dan penguatan Lembaga Konsultasi
Kcsejahteraan Keluarga (LK3);

f.  pemeliharaan, rehabilitasi sarana prasarana serta
pengamanan taman makam pahlawan nasional
Kabupaten;

g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
pemberdayaan dan kelembagaan sosial; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Bidang Pemberdayaan dan  Kelembagaan  Sosial

sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 11
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud dlaam Pasal 5 ayat (I) huruf f
mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. penyelenggaraan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi
dan advokasi kebijakan pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG

kewenangan Kabupaten;
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c. pembinaan pemberdayaan perernpuan di  bidang
politik, hukurn, sosial, dan ekonorni pada organisasi
kemasyarakatan kewenangan Kabupaten;

d. pecnyelen araan  pcnguatan dan  pengembangan
Icrnbaga pcnyedia layanan pcmbcerdayaan perempuan
kewenangan Kabupaten;

e. pcndampingan dan  advokasi kebijakan  terkait
pencegahan kckcrasan terhadap perempuan lingkup
Daerah, dan penyediaan layanan rujukan lanjutan
bagi perempuan korban kekerasan;

f.  penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;

g. fasilitasi peningkatan kualitas keluarga, penyediaan
layanan  bagi  keluarga, serta  penguatan dan
pengembanagn lembaga penyedia layanan dalarn
mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), dan Pemenuhan
HakAnak;

h. pengelolaan  sistem data gender dan anak dalam
kelembagaan data;

i. pelem bagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada
lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha

kewenangan Kabupaten;

j.  penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan
Kabupaten;

K. pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan
layanan serta penguatan dan pengembangan lem baga
penyedia  layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional.
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(2) K lompok jabatan fungsional scba airnana dimaksud pada
a at (1) dipimpin oleh sub koordinator yang ditetapkan ol h
Bupati dengan memperhatikan  kompetensi dan keahlian
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas  koordinasi  dalam  penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup
bidang tugas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan  Sub  koordinator dan Kelompok Jabatan

Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 14

(1)  Kelompok jabatan fungsional sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal 12, terdiri atas berbagai jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang  keahlian yang
pengangkatannya  sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Jenjang dan jumlah  kelompok jabatan  fungsional
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditentukan

berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan

dan analisis beban kerja.
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(3)  Tugas jenis dan jcnjang jabatan fungsional sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketcntuan peraturan
pcrundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional

m ingrn sing

BABIV
TATA KERJA

Pasal 15
(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara

berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 16
(1) DINSOSPPPA harus menyusun proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar bidang di lingkungan Dinas.
(2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan DINSOSPPPA
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 17
Kepala DINSOSPPPAmenyampaikan laporan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah mengenai basil pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak secara berkala atau sewaktu-waktu
dibutuhkan.

Pasal 18
DINSOSPPPA harus menyusun peta jabatan berdasarkan
analisis jabatan, analisis beban kerja, dan wuraian tugas

terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.
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Pasal 19
Setiap un ur di lin kungan Dinas wajib mcnerapkan prinsip
koordinasi, int gm i, dnn sinkronieasi baik dalam lingkungan
DIN OSPPPA maupun nntar sntunn organisasi di lingkungan
P m rintnh Dncrmnh  scrta  dengan  instnnsi  lain  di  luar

P m rintah Da rah se uai dengan tugas masing-rnasing

Pasal20
Semua unsur di lingkungan DINSOSPPPAharus menerapkan
sistern pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-

masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan  mengoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan
tugas bawahan masing-masing dan  apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi
dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk

memberikan petunjuk kepada bawahannya.
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(3) Dalarn mcnyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan  wnjib  disarnpaikan  kepada pimpinan  unit
or nnisnai  Inin ynn  sccara lungsional ~mcmpunyai

hu bu ngnn  kerjn.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT(AN

Pasal 24
(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pirnpinan Tinggi
Pratama atau jabatan strukturaJ Eselon Ilb.
(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau
jabatan struktural Eselon ma.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau
jabatan struktural Eselon Illb.
(4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau

jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 25
(1) Jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama dan  Jabatan
Administrasi  diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa126
Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat

yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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Pasal 28
Pcraturan up ti ini mulai b rlaku pads tan al diund ngk n
Agar setiap orang mengctahuinya, m m rintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya

dalam Bcrita Daerah Kabupatcn Bangka Selatan.

Ditetapkan  di Toboali
pada tanggal T Januari 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,

Diundangkan di Toboali
pada tanggal rt Januari 2022
Pj SEKRETARIS DAERAH

G SELATAN,

ARIS SETJAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2
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